Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR .8 TAHUN 1998
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

@}

. bahwa kekayaan Daerch yang merupakan aset milik Daerah dengan

umur ekonomis yang berbeda, perlu difungsikan secara berdaya
guna dan berhasil guna agar dapat dilakukan peremajaan atou
pemeliharaan dalan rangka menambah Pendapatan Asli  Daerah
yang berkelanjutan sehingga pengelolaan dan penguschannya
perlu ditingkatkan;

. barwa sehubungan dengan hal tersebut maka perlu menetapkan

Peraturan Doerah Propinsi Doerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

undang-undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan
Undang—-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan
Rumah—ruman Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang—undang
(Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 158);

. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Doeran—neran Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1649);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104,
Tarbohan Lembaran Negara Nomor 2043);
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10.

11,

14,

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang  Pokok-pokok

Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

. Undong—undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumohan dan

Peamukimon (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 23, Tambohan
Lembaran Negara Nomor 3469);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajok Doerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi

Kegiatan Instansi Vertikal di Doerah (Lembaran Negara Tahun
1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara

(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3573);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi
Doerah (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3632);

Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 417/KPTS/1985 tentang
Penetapan Sewa untuk Rumah Daerah;

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 334/KPTS/TK 120/6/1986
tentang Pengembangan Budidaya Udang dengan Pola Tambok Inti
Rokyat  (TIR);

Keputusan Menteri Pekerjoan Umum Nomor 167/KPTS/1991 tentang
Harga Pokok Peralatan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang
Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Doerah Perubahan;
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15, Keputusan Menteri Dalan Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang

Prosedur Pengesahan Peraturan Doerah tentang Pajick Doerch dan
Retribusi Doerah;

16. Keputusan Menteri Dolam Negeri Nomor 174 Tohun 1997 tentang

Pedomon Tato Cara Punguton Retribusi Doerah.

Dengan persetujuon Dewan Perwakilan Rokyat Doeran Propinsi Doerah Tingkat I Nusa
Tenggara Timur.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturon Doerah ini, yong dimaksud denaan

Gl

b.

Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tengoara Timur;

Pemerintan Daerch adalah Pamerintoh Propinsi Doerch Tingkat |
Nuso Tengaara Timur;

. Gubernur Kepala Daerach adalah Gubernur Kepala Doeraoh Tingkot 1

Nusa Tenggara Timur;

Josa Usaha adalah jasa vang disediokan oleh Pemerintah Doerah
dengan menganut  prinsip komersial karena pada dasarnya dapot
pula disedigkan oleh sektor swasto;

. Surat Setoran Retribusi Daerch, yong selanjutnya disingkat

SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk
melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang
ke Kos Doergh otau ke tempat pembayaran lainnya yong
ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah;
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. Surat Ketetapan Retribusi Doerah; yang selanjutnya disingkat
SKRD adalah surat keputusan vyang menentukan besarnya jumloh
retribusi yang terutang;

. Surat Ketetapan Retribusi Doerah Lebih Bayar, yong selonjutnya
disingkat SKRDLB adalah surat keputuson yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi
lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidok
seharusnya terutong;

. Surat Togihon Retribusi Daerah, vang selonjutnya disingkot
STRD adalan surat untuk melakukan tagihon retribusi don atou
sanksi administrasi berupa bunga don atou dendo;

i, Tonch adalah tonoh yang dikuasai oleh Pemerintoh Doerch baik

yong bersertifikat moupun yong belum bersertifikot;

. Rumoh Deerah adoloh bangunon yang dikuasai oleh Pemerintoh
Doerah yang berfungsi sebogol tempat tinogol atau hunian dan
sarang pembinoan keluadrgg;

. Bongunan adalah konstruksi teknik yang ditonom atou diletakkan

dalan suotu lingkungan secara tetap yong berupa  bangunan
gedung dan atau  bukan gedung yong dikuasali oleh Pemerintah
Daergh;

. Tanoh Pekarangon adoloh suatu  perpetokan tanah yang menurut
pertimbongon Pemerintah Doerch dapat dipergunakan untuk tempat
mendirikan bangunan;

. Alat Berat aodalan sumber daya yang melipatgandokan jaso
manusia  untuk  mencapal uschanya  sekaligus  menunjukkan
spesifikosi jenis usaho mausia tersebut;

. Retribusi Jasa adaloh retribusi atas pemakoion kekayoon
Daerah.



BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengn nama Retribusi Pemokaion Kekoyoon Doerah dipungut
retribusi gtas penggunon barang-barang bergerok dan/otau tidok
bergerak atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintch Doeroh.

Pasal 3

Objek retribusi cdalah pemakaion

tanah ;

bangunan ;

ruanean

kendaram ;

. alat berat ;

Fasilitas—fosilitas penunjang lain milik Pemerintah Doerch,
don/atou yang pengelolaonnya diserchkan kepada Pemerintah
Doerah.

Hh @O O 0O T 0

Pasal 4

Subjek Retribusi Pemokaion Kekayaon Daerah adaloh Badan Hukum
otou perorangan yang mengaunakan/menikmati kekavoon Doerah,

BAB 1III
GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 5
Retribusi Pemakaian Kekayoan Doeraﬁ adalah Retribusi Jasa Usaha,
Pasal 6

Wilayah pemungutan adaloh dolam wilayoh Doeran don di  luar
wilayah Daeran.



BB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA °
Pasal 7

Cara mengukur tingkat penggunaomn josa pemokaian  kekayoan Doerch

ditentukan berdasarkan :

a. Jenis, jumloh, luas dan kuolitas kekayoan Doeroh;

b. Biaya total penyediom jasa yang meliputi biava administrasi,
pemeliharaon, perawatan don penyusutan kekayoan Doerah.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF
Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi sebogaimona
dimoksud pada Pasal 2 Peragturon Doerah ini adaloh pemokoion
barang bergerck don/atau tidak bergerak dengan memperhitungkon :
keuntungan yang layok;

biayg pengadaan;

biaya perawatan/pemeliharoon;

biaya penyusutan;

bigya asuransi;

biayo administrosi dan pembinam.
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BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 9
Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah :

1. Barang hergerak terdiri dari :
a. Kendaraan Bermotor (Per—hari).

1). Duvp  Truck
Merk : - Mitsubshi Rp. 60,585,-
- Toyota Dyna Rp. 62.790,-
- Isuzu TSD. 40 Rp. 73.570,-



2).

5).

6).

- Isuzu TSD. 54
- Toyota DA. 110
- Chev, CS 50

- IH. 1850

- Isizu TXD 20
— Marsedez Benz

Flad Bed Truck
Merk : - Toyota Dyna
- Toyota Dyna

. Cargo Truck

Merk : — Isuzu TLD 33
- IH. 1750/Hino
— Marcedez Benz
- Isuzu TXD, 20
— Isuzu TXD. 40
— Chev. CS 50

. Mini Truck

Merk : — Toyota

Truck Tangki Air

Merk : - Kokvetsu/AMR 125

- Isuzu T™XD. 20

- Kokvetsu / PDR 250
- Isuzu TLD 54 §

- Hino KL. 340
- Hino

- IH. 1850

— Toyota DA. 110
- DR. 800

- Ingersol Rand

Fuel Tank Truck
Merk : — Isuzu TXD
- IH., 1850

Rp.
Rp.
Rp.

Rp
Rp
Rp

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

Rp
Rp

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp,
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp

Rp

Rp.

86.555, -
90.880,-
99.535, -
. 103.865,-
. 123.300,-
. 205,565,-

57.315,-
63.155,~

516755, -
80.380,-
80.380,-
. 109.090,-
. 109.090,—
99,535,

45 ' 930;—

51.675,-
63.155,-
65.070,-
66.890,-
68.900,-
70.810,-
70,810,-
74.640,-
95.690,-
. 156.170,-

. 128.465,-
91.865,-



7). Truck Trailler :
Merk : — Isuzu TXD Rp. 216.385,-
-~ Nissn Rp. 244.510,-
(Tarif untuk Trailler odalch tarif harion ditamban
dengon tarif jarak per Km = Rp. 3.500,-).

b. Alat-glat Berat {per—hari),

1). Bulldozer :
Merk : — Caterpillar D3 B Rp. 222.635,-
-~ Fiat Allis 10 B Rp. 253.805,-
— Komatsu D 50 A 16 Rp. 262,710,-
— MF 300 / 400 D Rp, 287.940,-
— Komotsu D 60 A 3 Rp. 359,185,-

- Caterpillar D6 C Rp, 362.155,-
~ Komatsu D 80 A 12 Rp. 461.745,—
- Halla FA. 16 B Rp. 467.535,-
- Caterpillar D 7 G Rp. 512.065,-

2). Wheel Tractor :

Merk : - International Rp. 146.940 -
— Zetor 375 - 2 WD Rp. 139.505,-
- MF. 275 Rp. 139.505,-
- MF. 290 Rp, 139.505,-

3). Motor Grader :
Merk : — Mitsubishi MG. 3 H  Rp. 225.605,—
- Komatsu GD 31 / 31 RC Rp. 225.605,-
- Aveling Bardford Rp. 228.570,-
- Halla FA, 150 C Rp. 249.350,~
- Komatsu GD 37. 5 H Rp. 271.620,-
- Caterpillar 120 G Rp, 333.955,-

4. Loader On Wneel :

Merk : — Bumar L - 200 Rp. 90.540,-
- TCM, STD. 25 Rp. 123.195,-
—- MF. 50/50 A/50 B Rp. 166.235,-
- Halla FA. 545 B Rp. 170.690,-
— Kimco JH 60 Rp. 185.530,—
- Kobe LK - 300 Rp. 207.795,~
~ Komatsu Rp. 228.570,-
- Halla FA. 605 B Rp. 234.510,-
— Coterpillar 920 Rp. 249.350,-
- Caterpillar 926 Rp. 326.530,-



6).

9).

10).

11).

. Truck Loader :

Merk : — Dresser. IH/DT. 477

Stone Crusher

Merk : — Bargta DDV - I
~ Sakai Wada IV. 1
— Minyu
— Golden Star
~ Jogue 2014 - 14
- Golden Star
- Sakai SWG. 25 A

. Exavator

Merk : — Poclain TCS
— Case Drott 40 YR

. Exavator On Wheel :

Merk : — Komatsu

Three Wheel Roller :

Merk : — Barata MG.6 / MV 6 P
~ Watabe WHM. 6 Z
— Settelmeyer

Tire Roller

Merk : — Kawasaki KR 20 C
— Bomog 3 W - 10
- Sokai TS, 7409
- Bamog PSR. C 25

Tandem Roller
Merk : — Sokai 10 E. 8106
— Sokai WM. 8408
~ Barot MGT. 6
- Gallion - RO, Static

. Vibration Roller

Merk : — Cel KK, 2
- Barata MGD. 1000
- Taikyoku TR. 800
— Pannel Plont
— Ingersol Rand SP 54
- Sakai

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

Rp-

RD-
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

178.110,-

80.1%0,-

80.150,-
103.895,-
142,485,
227.090,-
280.525,-
302.785,-

218.185,-
271.620,-

284.975,-

74.%51_
79.680,-
79.680,-

126.280,~
140.170,-
147,745,
194.470,-

124.675,-
124.675,-
143.975,-
164.755,-

34.620,-
41.115,-
45,440, -
77.900,-

. 199.070,-
. 371.310,-
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15;.

14).

Sheep Food Roller :
Merk : — Ingersol Rand

Fork Lift
Merk : — Komotshu

c. Alat-glat lainnya (per-hari).

1).

2).

5).

6).

Asphalt Sprayer
Merk : — Sakai
— Bukaoka Bas 850

Rp.

Rp.

RD.
RD.

94.990,-

37.110,-

25.125,-
47.900,-

- hanta AS -7 F Rp. 6/.720,-

Asphait Finisher :
Merk : - Sakai
- Mitsubishi
— Bukaka Bas 1000 SP

. Asphalt Mixing Plant

Merk : — Bukaka
- Nigata

. Asphalt Distributor :

Merk : — Ermont MP 800 L
— Linhof Automain
~ Hanta Isuzu TXD 20

Crane On Wheel

Merk : — Unic KD 50 / 50 A
— Case Drott 85 RM 2
- Isuzu TXB. 20

Concrete Mixer

Merk : — Golden Star
- SM, 50 / Wilson
— Golden Star
- KYC KNP 7 - US
- Yamar TS. 50
— Plymouth 165

10

Rp.
Rp,
Rp.

Rp.
Rp.

Rp.
Rp-

Rp-

Rp.
Rp.
Rp.

Rp,
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

194,900
222,985, -
322.085,~

706.495,~
706.495,—

56.155
105.710,-
168.475,~

130.140
130.140,-
137.795,-

5.740
22.965,~
28.705,-
32.535,-
34.450,-
65.070,-



7). Concrete Vibrator :
Merk : — Mikasa Rp. 4,400

8). Air Compressor

Merk : — Iwata 37 B Rp. 50.510
9}. Generator :
Merk : — Yanmor/YSG-750 Rp. 6.315
- Hino / DN 100 Rp. 32.835,-
- Denvo DCA 355 T Rp. 32.835,-
- Deutz FGL 912 Rp. 42.935,-
- Maedensha 2 x 1518 Rp. 42.935,-
— Perkins Rp. 50.510,-
10). Pompa  Air :
Dang Dong/MD-85 Rp. 4.785,—
Kato-2 {/menit Rp. 7.180,-
Kato—3 L/menit Rp, 15.945,-
11). Caravan :
Merk : — Winsdor C Rp. 66.79%

12). Container ;
- Rp. 6b.795,—-

13). Welding Set :
Merk : — Denyo WD 235 A Rp. 17.310
- Denyo DCK = 270 SS Rp. 28.13%0,-

14). Jembatan Bailley
- Rp, 44.265,-
( Tarif untuk Jembatan Bailley adaloh tarif harian
ditambah dengan  tarif panjang  per M =
Rp.2.500/hari )



15). Laboratorium ;

— Laboratorium Kesehataon Hewon :

*
*
*

EE S

Pemeriksamn ternak besar Rp. 10.000,-
Pemeriksom spesimen ternak besar Rp. 10.000,-
Pemeriksoon spesimen hewan/ternak kecil

Rp.  5.000,-
Pameriksaan hewan/ternok kesayanom
_Rp. 15.000,-
Pemeriksaan spesimen 1-10 kg daging
Rp. 2.500,~
Pemeriksaan spesimen 1-10 kg jeroan
Rp. 1.250,-
Pemeriksaan spesimen 1-50 kg lembar kulit
Rp. 10.000,-

Pameriksaan spesimen 1-100 tulang Rp.  1.500,-
Untuk nekropsi hewan/ternak besar Rp. 20.000,—
Untuk nekropsi hewan/ternak kecil Rp. 15.000,-
Untuk nekropsi unggas Rp. 2.500,-

Laboratoriun Pembinaon dan Pengujian Mutu Hasil
Perikanon

*
*
*
*

Pemeriksaon secarag Mikro-biologis Rp. 750.000,—
Pemeriksom secara Kimiawi Rp. 500.000,-

Pemeriksaan secara Organoleptim  Rp.  10.000,-

Pemeriksoon Mutu Hasil Perikanan untuk Ekspor

_1 x Harga vang tercontum dalan invoice produk
1.000 perikonon yang diekspor.

Laboratoriun Perkebunan

*

*

*

Laboratorium  laponaan

Hasil Tricoderma Rp. 3.000/kg

Hasil Brivera - Rp. 4.500/kg

Laboratorium Patogen :

Hosil Kumbang bervirus Rp. 1.250/ekor

Laboratorium Parasit

Hasil Parasit Chellonus Rp. 2.000/ekor
12



2. Barang tidaok bergerck terdiri dari ;

d. Tanah,

1). Sewa Tanah :

2}, Sewa

Perkotam
*  Industri
*  Perdogangan
*  Sosial
Luar Kota
*  Industri
*  Perdogongmn
*  Sosial

RD-
RD.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

1.500,— setiap M /tahun
1.000,— setiap M2 /tahun
250,— setiap Mz /tahun

1.000,- setiap M2 /tahun
750,- setiap M /tohun
150, setiap Mz /tohun

tonch untuk tempat penjemuran,

penimbunan

bahon— bahon keperlum lain sebesar Rp.,  300,- setiap
Mz /tahun,

2). Sewa taonch untuk Keperluan lain sebesar Rp.

setigp M2 /tahun.

4). Sewa Tambok Ikan : Rp.

b. Bagunm.
1). Sewa Rumoh perbulon :

a.

Tipe A (250 M

b. Tipe B (120 M2

© O O

Tipe D ( 50 Me

)
)
Tipe C ( 70 M)
)
Tipe E ( 36 M)

2). Sewa Gedung/Stadion :

1.000.000/Ha/Tahun

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

25.000,~
12.000,-
7.000,-
5.000,-
3.600,-

50,-

a. Untuk pertandingan/perlombaon/pertemuan perhari :

Gedung Olah Roga Flobamor
Gedung Serbo Guna Koni Rp. 150.000,—
— Stadion Oepoi
Arena  Promosi (Lapongan)
— Gedung Pemuda

- Gedung : UPMB

Rp. 500.000,-

Rp. 500.000,-
Rp. 100.000,-
Rp. 150.000,-

(Unit Penyuluhan Modernisasi
Bertochap) Rp. 150.000,-



¥ Untuk Latihan
— GOR Flobamora
~ Gedung Serba Guna Koni
- Stadion Oepoi
— (edung Pemuda

. Sewa Ruangan/Panaaung Terbuka :

- Aula Utama Eltari
- Pangaung Terbuka Lasiona

., Pos Kesehatan Hewon
Besarnya biaya joso peloyanan Pos Kesehatan Hewn
dalan rangka penceaanan dan  perberantasan  penyckit

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp
Rp

50.000, /buimn
25.000, /bulon
25,000, /bulan
25.000, /bulan

. 500.000, /kali
. 150.000, /koli

hewan/ternok ditetapkan sebagai berikuf:
a). Ternak Besar (Sapi, Kerbou, Kuda)
— Dewasa (2 1/2 tohun keatas) :

¥ Antibiotik Spektrum Luas

* Antibiotik Spektrum Terbatas Rp. 5.000,—

*¥ Parasit  Daroh
* Obat Cacing

x Vitamin

* Vaksin

* Hormon

- Muda (12 1/2 tahun)
* Antibiotik Spektrum Luas

* Antibiotik Spektrum Terbatas Rp. 3.750,-

¥ Parasit Darah
* Obat Cacing

* Vitamin

* Vaksin

- Anak (0-1 tohn) :
* Antibiotik Spektrum Luas

* Antibiotik Spektrum Terbotas Rp, 2.700,-

* Parasit Darch
* Obat Cacing

* Vitamin

* Vaksin
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Rp. 10.000,-
Rp. 30.000,—-
Rp.  5.000,—
Rp. 1.000,—-
Rp. 1.000,—-
Rp. 30.000,—-
Rp. 7.500,—
Rp. 20.000,-
Rp. 3.000,-
Rp. 2.500,-
Rp. 1.000,-
Rp. 5.000,-
Rp. 10.000,-
Rp. 2.000,-
Rp. 1.500,-
Rp. 1.000,—-



b). Ternok Kecil (Babi, Karbing, Domba).

c).

— Dewasa ( 9 bulon keatas)
* Antibiotik Spektrum Luas
* Antibiotik Spektrum Terbatas

*x Paras
* Obat

it Darah
Cacing

x Vitamin

* Voksi

N

* Hormon

- Muda

* Antibiotik Spektrum Luas
* Antibiotik Spektrum Terbatas

* Paras

(3-9bulmn ) :

it Darah

* Obat Cacing
* Vitamin

¥ Vaksi
- Anak

* Parags
* Obat

n

{0-3 bulan ) :
* Antibiotik Spektrum Luas
* Antibiotik Spektrum Terbatas

it Darah
Cacing

* Vitamin

X Vaksi

n

Ternak Unagas

* Antibio

tik Spektrum Luas

8

* Antibiotik Spektrum Terbatas

* Parasit

Darah

* Obat Cacing

¥ Vitamin
* Voksin

* Antibio

tik Spektrum Luas

* Antibiotik Spektrum Terbatas

x Parasit

Darah

* Obat Cacing

* Vitamin
* Vaksin
¥ Hormon

15

Rp.
RD.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

5.000,-
3.000,-
15.000,-
3.000,-
2.000,-
750,—
15.000,-

3.750,-
2.000,-
10.000,-
2.000,-
1.500,-
750,-

2.500,-
1.250,-
5.000,-
1.000,-
1.000,-

750,-

1.000,-
500, -
500,-
500,-
500,-
100,-

. Hewan loinnya (Anjing, Kucing, Kelinci) :
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

5.000,-
2.500,-
5.000,-
2.500,-
2.500,-
50.000,-
15.000,-

4



5). Kios Cenderanata : Rp. 75.000,/bulan
6). Kios Contoh : Rp. 50.000, /bulan
BAB VII

MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT
PEMBERITAHUAN TERUTANG

Pasal 10
Masa Retribusi Pemokoion Kekovoan Doerah adalah mosa yang
ditentukan sesuai dengan izin, kontrak dan pelavanan yag
diberikan.

Pasal 11

Saot Retribusi Terutang odolah soat dimona telah dilokukan
penetapan retribusi.

Pasal 12
Surat Pemberitanuan Terutong odaldh surat yag dikeluarkan
berdosarkan Surat Tagihan Retribusi Doerch yong selanjutnya
disingkat STRD untuk melokukon tagihon retribusi dan/atou sanksi
administrasi berupd bunca atou denda.
BAB VIII
TATA CARA PENETAPAN

Pasal 13

(1) Penetapon retribusi pemokoion kekayomn Daerch berdasarkan
SPTRD dengan menerbitkan SKRD.

(2) Dalan hal SPTRD tidok dipenuhi oleh Wajib Retribusi

sebaogaimona mestinya, maka diterbitkan SKRD  secara
jabatan.
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(3) Bentuk don isi SKRD sebagaimona dimaoksud avat (2) Pasal
ini ditetapkan oleh Gubernur Kepalo Doeran.

Pasal 14

Apabila berdasarkan hasil pemeriksoan ditemukan data baru dan/
atau daoto yang semula belum terungkap yang menyebabkan penarmbohan
juniah retribusi vong kurang, maka dikeluorkan SKRD tambahan.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15
(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / Iunas.

(2) Pembayaran Retribusi Doerah dilakukan di kas Doeraoh otou di
tempat  1ain yong ditunjuk dengan menggunakan SKRD, SKRD
Jabatan don SKRD Tambahon.

(3) Dalan hal pembayaran dilckukan di fempat  lain yog
ditunjuk moka hasil  penerimoon retribusi Doerah harus
disetor ke kas Daeran selambat-lambotnya 1 x 24 jom gtau
dalam woktu yang ditentukon oleh Gubernur Kepala Deoerah.

(4) Apacbilo pemboyaran retribusi dilokukan seteloh lewot woktu
yang  ditentukan sebogaimana  dimoksud pada ayat (1) paosal
ini, moka dikenakon sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2 % (duo persen) denaan menerbitkan STRD.

Pasal 16
(1) Gubernur Kepala Doerch otou Pejabat yong ditunjuk  dapat
mengizinkan Wajib Retribusi untuk mengongsur retribusi

terutang dalam jangka woktu tertentu dengan alasan yang
dapat dipertonggungjawabkan.

(2) Tata caora pembayaran retribusi sebogoimona dimoksud padd
avat (2) Pasal ini ditetapkon oleh Gubernur Kepala Doerah.
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(3)

(1)

(1)

(2)

(3)

Gubernur Kepala Doerah atou Pejabat yang ditunjuk dapat
mengizinkan  Wajidb Retribusi untuk menundc  pembayaron
retribusi sampai botas waktu yang ditentukan dengan alosan
yang dapat dipertanggungiawabkan.,

Pasal 17

Pembayaran retribusi sebogoimona dimoksud podc pasal 15
Peraturon Doerch ini diberikan tanda bukti pembayaran.

Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimomn.

Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku don  tonda bukti
pembayaran retribusi ditetapkon oleh Gubernur Kepala Doerah,

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 18

Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain vang sejenis
sebagali  awal tindokan  peloksonom penagihan  retribusi
dikenckan segera setelah 7 (tujuh) hari sejok jatuh tempo
perbayaran.

Dalam jangka woktu 7 (tujuh) hari seteloh tonggal Surat
Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi
harus meiunasi retribusi yong terutang.

Surat Teguran sebagaimana dimoksud pada avat (1) Pasal ini
dikeluarkan oleh Pejabat vang ditunjuk.

Pasal 19

Bentuk—bentuk formulir vong diperaunakan untuk peloksanoan
penagihan retribusi Doerch sebogaimona dimaksud Pasal 18 ayat
(1) Peraturan Doerah ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Doerdh.
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(1)

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 20

Gubernur Kepala Doeranh dapat memberikan  pengurangan,
keringanon dan perbebasan retribusi.

{2) Tato carag pemberion penguranoon, keringanan dan pembebasan

(1)

(4)

retribusi sebogoimona dimoksud pada ayat (1) Pasal ini
ditetapkan oleh Gubernur Kepala Doerah.

BAB XII

PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 21

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan  Pembetulan
SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalohan
tulis, kesalchon hitung dan/atau  kekeliruon  dolom
penetopan retribusi Doerah.

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan  pengurandan
atau  penghapusan  sanksi  administrasi berupo bunga dan
kenaikan retribusi terutang, kareno kekhilafon atau bukan
karena kesaldhannya.

Wojib Retribusi dapat mengajukan permohonan  pengurangon
atou pambatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.

Permohonon pembetulon  sebogaimana dimoksud pada  ayat (1)
Pasal ini, pengurangan  ketetopan, penghopusan otau
pengurangan sanksi administrasi sebogaimang dimaksud pada
ayat (2) don ayat (3) Pasal ini harus disawpaikan secara
tertulis oleh Wajib Retribusi kepoda Gubermur Kepala
Doeran atou Pejobat yang ditunjuk paling oo 30 (tigo
puluh) hari sejok tonggol diterima SKRD don STRD dengmn
memberikan  qglasan yang Jjelas don  meyakinkan untuk
mendukung permohonannya.
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(5)

(1)

(2)

(4)

Keputusan atas permohonan sebagoimona dimaksud  pada ayat
(2} Pasal ini dikeluarkon oleh Gubernur Kepala Doerch
agtau Pejobat yang ditunjuk paling lama 3 (tign) bulon
sejak Surat Permohonan diterima.

Apabila seteloh lewot 3 (tiga) bulon sebagaimmna dimaksud
poda ayat (5) Posal ini Gubermur Kepala Doerch atau
Pejaobat yong ditunjuk tidok memberikan keputuson, maka
permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan
ataws pengurangon  sanksi  administrasi  don  pembatalon
dionggap dikabulkan.

BAB XIII
KEBERATAN
Pasal 22

Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberaton atas SKRD
atou dokumen lain yang dipersamokan.

Permohonan  keberatan sebogaimana  dimoksud pado avat (1)
Pasal ini harus disarpaikan secara tertulis  kepada
Gubernur Kepala Doerah atou Pejabat yang ditunjuk paling
lama 3 (tiga) bulan sejok tanggal SKRD dan STRD.

Pengajuan keberaton tidok menunda pembayaran.

Permohonan  keberatan  sebagaimna  dimoksud pada avat (1)
dan ayat (2) Pasal ini harus diputuskan oleh Gubernur
Kepala Doerah atau Pejabat yang ditunjuk dalan jangko
woktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejok tanggal Surat
permohonan  keberatan  diterima.



(1)

(2)

(3)

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 23

Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secarg tertulis
kepada Gubernur  Kepala Daerah  untuk perhitungan
pengerbalian kelebihon pembayaran retribusi,

Atas dasar permohonan  sebogoimona dimaoksud pada ayat (1)
Pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi Daeran dapat
longsung  diperhitungkan terlebih dohulu dengmn  utong
retribusi don/otau sanksi admistrasi berupa biaya oleh
Gubernur Kepala Daerah.

Kelebihan pembayaran sebogaimona dimoksud pada ayat (2)

Pasal ini dapat diperhitungkan dengan pemboyvaran retribusi
selanjuthya.

Pasal 24

Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yong masih tersisa
setelah dilakukan perhitungon sebagaimona dimoksud pado
Pasal 25 Pergturan Doerch ini, diterbitkan SKRDLB paling
labat 1 (sotu} bulan sejok diterimmya  permohonan
pengembalian kelebihon pembayaran retribusi,

Kelebihon pembayaran retribusi sebogaimona dimoksud pada
ayat (1), Pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi
paling lambat 1 (satu) bulan sejok diterbitkan SKRDLB.

Pengembalion  kelebihan  pewbayaran retribusi  dilakukon
setelan lewat woktu 2 (dun) bulan sejok diterbitkannya
SKRDLB, Guberrnur Kepala Daerah memberikon imbalon bunga 2 %
(dua persen) sebulon atas keterlarbatan pembayaran kelebihon
retribusi.



Pasal 25

{1) Pengembalian sebogaimona dimoksud poda Pasal 23 Peraturan
Doeran ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah
membayar kelebihan retribusi,

(2) Atas perhitungan sebogaimana  dimoksud poda  Pasal 23
Peraturan Daerah ini, diterbitkan bukti pemindohbukuan yang
berlaku juga sebogal bukti pembayaran.

BAB XV
KEDALUWARSA .
Pasal 26

(1) Haok untuk melakukon penagihan retribusi, kedaluwarsa setelgh

melampaui  jongko woktu 3 (tiga) tohun terhitung soat

terutangnva retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi
melakukan tindok pidona di bidong retribusi.

(2) Kedalwwarsa penogihan retribusi sebagaimona dimoksud ayat
(1) Pasal ini tertangguh apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguron, atou
b. Ado pengokuan utong retribusi dari Wojib Retribusi baik
langsung moupun tidak langsung.
(3) Tata caro penghapusan piutong retribusi yang kedaluwarsa
ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Doerah.
BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 27
(1) Pembinaoon don pengowason administrasi punguton retribusi

gtas pemokaian kekayaon Doerah secara teknis fungsional
dilaksanakan oleh Dinos Pendapaton Doerah.




(2)

(1)

(2)

Pembinoon dan pengowasan  pengelolam barang Doerah secaro
teknis administratif dilaksanakan oleh Unit/Instonsi vong
bertongaung jowab atas barang dan kekayoan Doerdh.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 28

Wajib Retribusi yong tidak melaksanokan  kewajibannya
sehingga merugikon keuangon Doerah diancam dengan  pidana
kurungan paling lana 6 (enam) bulan atau dendo paling banyak
4 (empat) kali jumloh retribusi yang terutaong.

Tindok Pidana sebogaimona dimoksud ayat (1) Pasol ini odoloh
Pelongaaran.

BAB XVIII
PENYIDIKAN
Pasal 29

Pejabaot Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungon
Pemerintah Doerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik
melakukan penyidikan tindok pidona di bidang retribusi
sebagaimana dimoksud dalam Undong—undang  Nomor 8 Tanun 1981
tentang Hukum Acara Pidana.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimoksud ayat (1) Pasal ini
adalah '

a. menerima, mencari, mengumpulkon dan meneliti keterangmn
atau  laporan berkenoan dengan tindok pidano di  bidang
retribusi ogar keterangon atau laporan  tersebut menjadi
lebih lengkap don jelaos;

b. meneliti, mencari dan mengurpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atou badon tentang kebenaran perbuatan yong
dilokukan sehubunoan dengan tindok pidana di bidang
retribusi;
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c. meminta keterangon dan bahan bukti dori orang pribodi
atau badan sehubungan dengan  tindok pidono di  bidang
retribusi;

d. memeriksa buku-buku, catatarcatatan dan dokumen— dokumen
lain serta melakukan penyitoon terhodap bohan bukti
tersebut;

e. melokukan penggeledohan  untuk mendapatkan bohan  bukti
pembukuan, pencataton don  dokumen—dokumen lain serta
melakukan penyitomn terhadop bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuon tenaga ahli dalan rangka peloksanaan
tugas penyidikan tindok pidona di bidong retribusi;

g. menyuruh  berhenti  dan/atau  melarong  seseorong
meninggalkan rumgon atau tempat pada  saat pemeriksoon
Sedang berlongsung dan memeriksa identitas orang don atou
dokumen yang dibowa sebogaimang dimoksud huruf e qyot
ini;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengon tindok pidona
retribusi;

i. memonggil orang  untuk didengar keterangawnya dan
diperiksa sebogai tersangka atau saksi;

. menghentikan penyidikan;

k. melakukon tindakan lain yaong perlu untuk kelancaoran
penyidikan tindok pidona di bidang retribusi menurut
hukum yong dapat dipertanggung jawabkaon:

ra

(3} Penyidik sebogaimano dimoksud ayat (1) Pasal  ini,
memberitanukaon dimulainya penyidikon don  penvampaion hasil
penyidikannya kepada Penuntut Uvum sesual denaan ketentumn
yong diatur dalan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentong
Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30
Kekayaan Doerch yong teloh disewockan dan/atau  dikontrokkan

sebelum berlckunya Peraturan Doerah ini mosih tetap berloku
sampai berakhirnya jangka woktu sewa dan/atau kontrak perjonjian.
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BAB XX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 31

Hal-hal yong belum diotur dalam Peraturan Daerch ini, dkon
diatur lebih lonjut oleh Gubernur Kepala Doerdn sepanjong
mengenai pelaksanaannya.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Dengan  berlakunya Peraturan Doeroh ini, maka Peraturan Doerch
Propinsi Doerah Tingkat I Nusa Tengoara Timur Nomor 10 Tawn
1995 tentang Pemokaion Tanch Milik Pemerintoh Propinsi Daerch
Tingkat 1 Nusa Tenggara Timur don Peraturan Daerch Propinsi
Doerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 1995 tentang
Sewa Peralatan dan Jasa Bengkel Milik Pemerintah Propinsi Doerdh
Tingkat I Nusa Tenggara Timur, dinyotokon tidok berloku logi.

Pasal 33

Peraturan Doerah ini mulaoi  berlaku podo  tongool
diundongkm.
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 1998
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
PENJELASAN UMUM.

Bahwa kekayoan Doeran sebagai aset Pemerintoh Doerah dengan  umur
gkonomiis  berbeda, perlu  dldoyagunakaon secara  optimal untuk  dapat
memberikan kontribusi  terhadap Pendopaton Asli Daerah  dalanm  rangka
meningkatkan  pelayonan  dan perawotan.

BohwG  pengaturan mengenai  kekoyaon Daeran  dimaksudkon dalam  rangka
penertibon  pamakoicn don pengeloloon adwinistrasi  kekayaon Doerah  agar
terkendali pemonfoatannyd.,

Dolan rangka  meningkatan penvelenggaraon pemerintahon, pelaksonoon
parbanguncn dan perbinoan kemasyorakotan secara berdaya gung dan
herhasilguno  serta berkelonjutan, maka perlu mencari terobosan-terobosan
baru antora lain mencari sumber—sumber penerimoon yang memadoi,

Dengan berlckunya Undong—undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Doerah dary Retribusi Doerah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997
tentang Retribusi Daerch, mengisyaratkan barwa Doerch  dapat melaksanaokan
pungutan sebagol pembayaran  atas josa yong disediokan atou diberikan oleh
Peerintan Doeroh kepada orang atau Bohan Hukum  yang memakai  kekayaon
Doerah  dengan mempertimbangkan  keuntungan vyong memadai, aspek Keadilan
dan kondisi ekonomi masyarakat dewasa ini.

Bohwo sehubungan  dengan itu, moka perlu menetapkan Peraturan Daerch

Fropinsi  Doerah Tingkaot I Nuso  Tenggara Timur  tentang Retribusi
Pemakaican Kekavoan Daerah,
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PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Posal 2

:+ Cukup jelas.

: Dengan nama  Retribusi Pemokaian Kekayoon Doergh

dimoksudkan untuk memberikan ketegason bawa jenis
pungutan ini merupakan bioya sewa pemokaian kekayom
Daerah.

Pasal 3 butir a s/d butir e : Cukup jelas

butir f

Pasal 4 dan Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7 dan Pasal 8

Pasal S

Posol 10

: Yang dimoksud dengan fasilitas—fasilitas penunjong

lain milik Pemerintah Daerch adaloh fasilitas berupa
banguncn 1aboratorium yong merupakan aset Pemerintaoh
Pusat  tetapi pengeloloonnya diserahkan  kepada
Pemerintah Daerah.

. Cukup jelas.

: Yoang dimoksud dengn di  luar wilayoh Daerch adoloh

kekayaan Doerah yong terdapot di luar wilayah Doerah
seperti Mess Pemerintah Doerah don Asrama Mahasiswa
di Jakarta, Bandung don Jogyakarta.

: Cukup jelas.

: Yang dimaksud dengan tanah  don bangunan adalah tanah

dan bongunan  berupa rumch don tanch pekarangon yang
merupakan satu kesatuan,

: Yong dimoksud dengon masa retribusi adolah suatu

jongka waktu tertentu yong merupakan batas waktu bogi
Wajib Retribusi untuk memonfoatkan jasa don perizinmn
tertentu dori Pemerintan Doerah atou melalui kontrok.
Setigp izin, kontrok dibuat oleh Instansi teknis dan
tenbusannya  disampaikan kepada Dinas  Pendapatan
Daoerah,

Pasal 11 s/d Pasal 26 : Cukup jelas
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Pasal 27

metz/c:perda/elen

: Pembinaan dan pengawasan  dilakukan Dinas Pendapatan

Doerah Propinsi Doerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur
dimoksudkan dalan  rangka tertib administrasi
puUNQUtan yaitu sejak penyusunan  kontrak, pengadomn
tanda bukti, penyampaion tindason tanda setoran dan
pelagporan  harus diberikan kepoda Dinas Pendapatan
Daerah.

Pasal 28 s/d Pasal 33 : Cukup jelas



